BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (88 /470 -Takun 2122

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, menyatakan dalam menyusun
Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, perlu membentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5211);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU yaitu:

a.

menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika;

melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika serta merancang program kerja,
format kerja dan substansi rencana;

mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika; dan

melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada
Bupati.



KETIGA : Semua biaya yang timbul
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

1

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

1.

2.

Yth.:
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Asisten Perkonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OFToLEF 1022

BUPATI SUKOHARJO, /4
z

ETIK $URYANI




Lampiran

Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

NO NAMA / NIP / JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 +
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi arahan
dan petunjuk
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi arahan
dan petunjuk
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung | Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab atas seluruh
kegiatan
4. | Asisten Pemerintahan dan Ketua Mengkoordinasikan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris dan  bertanggung
Daerah Kabupaten Sukoharjo jawab terhadap
pelaksanaan
kegiatan
S. |Kepala Bagian Hukum Sekretariat Sekretaris Melaksanakan
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugas di Dbidang
kesekretariatan
6. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Anggota Melaksanakan
Politik Kabupaten Sukoharjo tugas sesuai
bidang tugasnya
7. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anggota Melaksanakan
Kabupaten Sukoharjo tugas sesuai
bidang tugasnya
8. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Anggota Melaksanakan
Sukoharjo tugas sesuai
bidang tugasnya
9. | Kepala Dinas Pendidikan dan Anggota Melaksanakan
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tugas sesuai
bidang tugasnya
10. | Kepala Satuan Reserse Narkoba Anggota Melaksanakan
Kepolisian Resor Sukoharjo tugas sesuai

bidang tugasnya




NO NAMA / NIP / JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4

11. | Kepala Badan Narkotika Nasional Anggota Melaksanakan

Kota Surakarta tugas di bidang
kesekretariatan

12. | Ketua Komisi Penggulangan Acquired Anggota Melaksanakan
Immunodeficiency Syndrome (Aids) tugas sesuai
Kabupaten Sukoharjo bidang tugasnya

13. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Anggota Melaksanakan
dan Politik Kabupaten Sukoharjo tugas sesuai

bidang tugasnya

14. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Anggota Melaksanakan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, tugas sesuai
Sosial Budaya, Agama pada Badan bidang tugasnya
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukoharjo

15. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Anggota Melaksanakan
dan Organisasi Kemasyarakatan pada tugas sesuai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

16. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Anggota Melaksanakan
dan Penanganan Konflik pada Badan tugas sesuai
Kesatuan  Bangsa  dan Politik bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

17. |Harjanti, SH. Anggota Melaksanakan
NIP. 19800110 200501 2 023 tugas sesuai
Perancang  Peraturan Perundang- bidang tugasnya
undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

18. | Mardi Siswanto, AP, MH Anggota Melaksanakan
NIP. 19750821 199412 1 004 tugas sesuai
Analis Kebijakan Ahli Muda pada bidang tugasnya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukoharjo

19. | Joko Suprapto, SE, MM Anggota Melaksanakan

NIP. 19830221 201001 1 011

Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukoharjo

tugas sesuai
bidang tugasnya




NO NAMA / JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
20. | Masduki, S.IP Anggota Melaksanakan
NIP. 19860917 202012 1 003 tugas sesuai
Pelaksana Analis Wawasan bidang tugasnya

Kebangsaan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,/

r

ETIK PURYAN )\




